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RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA

Menimbang - a

Mengingat - 1.

6.

BUPA'T] LANGKAL

bahwa Tanda Daftar Pemsahaan ity diperuntukkan  olch
Pemerintah guna agar dapat dilakukan pembinsan, pengawasan
dan untuk menciptakan iklim dunia usaha yang schat;

bahwa Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi
unluk semua pihak yang berkepentingan mengensi identitas dan
hal-hal lain yang menyangkut dunia usaha dan perusshaan;

bahwa schubungan dengan hal-hal tersebul pada huruf & dan b
dhatas, perlu ditctapkan dalam Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom  Kabupaten-Kabupaten dilingkungan Propinsi
Suomalera Utara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajid Daftar
Perusahaan (LN Tzhun 1982 Nomor 7 TLN Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN
Tahun 1984 Nomor 22 TLN Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentany Perkoperasian
(LN Tahun 1992 200.116, tambatun LN Nomor 3214y,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang  Perseroan
Terbaias;

Undang-Unding  Nomor 9 Tahun 1995 tentang  Usaha Kecil (LN
Tahun 1999 Nomor 74 TLN Nomor 3611},

Undang-undag Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Rctribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang I’emerintah
Dagrah.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrih;

10. Undang-undang .....
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10. Undang-Undang Nomér 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

11

Undang - Undang Nomor 18 Tahuu 1997 tentang Pajak Daerah
dan Relribusi Daeraby,

Peraturan Pemeriniah Nomor § Tahun 1982 tentang Perpindahan
Ibukota Kabupaten Daersh Tingkat Il Langkat dari Bingmn ke
Stabat.

12. Peraiuran Pererintah Numeor 10 Tahun 1986 ntang Perubshan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Binjai, Kabupaten
Daerah Tingkat IT Langkal dan Kabupaten Daerah Tingkat I Deli
Serdang.

13. Peraturan Pemerintzh Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usahs

Industri (LN Tahun 1995 Nomer 25 TLN Nomor 3596);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan  Porundang-undangan  dan Dentuk
Rancangan Undang-Undang, Kancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden ;

i6. Peroturan Menteri Dalam Negori Nomor 4 Tahun 1997 tontang

Penyidik Pcgawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

17. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 23 ‘Lahun 19%6 tentang

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

i8. Keputusim Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang

Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  Republik

Indonesia Nomor 327/MPP/KEP/7/1999 tanggal 14 Juli 1999
tenfang Perubahan Keputusan Monteri Penindustrian  dan
Perdagangan Nomor 12/MPP/KEP/1/1998 tentang
Penyelenggaraan Wapib dallar Perusahaan ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PER'AT'URAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG
RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Panal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaien Langkat;

b. Pemerintah Dacrah adslah Kcpala Daerafi beserta Perangkat

Dacrah Otonom yang lain scbagai Nadan Ekeekutif Dacrah;
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n.

K.epala Dacrah adalah Bupati jangkat ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakiian
Rakyat Daerah Kabupaten Langkat ;

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten l.angkat yang
bertindak sclaku tempat Pendaftaran Perusahazn ; '

Tempal Pendaftaran Perusahaan adalah unit organisasi Pemerintah
Kabupaten Langkat yang ditunjuk scbagai penyelenggara Wajib
Daftar Perusahaan ;

Pengusaha adalah setiap orang, atau Badan Hukum yang
menjalankan sesusly jenis Perusahaan ;

Perusahaan adalah sctiap Benk Usaha berbadan Hlukum yang
menjalankan sctiap jenis usaha bersifat fetap, den terus menerus
yang didirikan, bekerja  serla berkedudukan dalam wilayah
Kabupaten I.angkat untuk tujuan men wperoleh keuntungan dan atau
laba ;

Usaha adalah sctiap tndakan, perbuatan atau kegiatan apapun
dalam bidang perckonomian, Yang dilakukan olch  setiap
pengusahs untuk fujuan memperoleh keuntungim dan atsu laba ;

Daflar Perusahaan adatah Daflar catatan resmi yang diadakan
menunit atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan terhadap
hal-hal yang wajib di daftarkan olch setiap perusahaan serta
disyahkan oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Langkat;

Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daflar yang diberikan oleh
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten langkat
kepada perusahaan yang telah disyahkan pendafiarannya ;

Retribusi  Pendsftaran Perusshuan adalah pormbayaran  atas
penerbitan Tands Dallar Perurahaan bag perusahaan, alau orang
pribadi maupun Badan Hukum yang telah disyahkan Pendaftaran
Peruyahaannya ;

Retribusi Jasa Umum adajah Jasa yang disediakan atau diberikan
Pemerintah Daerah untuk tujean kepentingan dan kemanfaatan
umum scria dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

Kas daerah adalah Kas Dacrah Kabupaten { angkat |

Masa Retribusi adalah jangks waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk miemanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Langkat

Surat Kelotapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah
Surat Kepulusan vang menentukan besamya jumlah Relribusi yang
forutang ,

Surat Pemberitahuan Retribusi Dacrah yang disingkat dengan
SFIRD adalah Sural lentang Keterangan situasi dari pada Obyck
Retribusi Dacrah;

Surat Ketclapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk sclanjutnya
disingkat SKRDKB adalah Surat Kepuiusan yang menentukan
besarnya jumlah retwribusi yang terutang, jumish kredit retribusi,
jumlah  kekurangan pembayaran rotribusi, besarnya msankal
administrasi dan jumiah yang harus dibayar ;

8 Surat..............
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s. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan untuk
selanjutnya disingkat SKRDKBT adaizh Surat Keputusan yang
w sniukan tembahan alay retribusi yang telah dilelapkan ;

t. Surat Ketctapan Retribusi Dacrah Lebih Bayar untuk sclanjutnya
disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
relribusi yang terutang atau tidak scharusnya terutang . '

u. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD
adalah Sural untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda ;

v. Sural Setoran Retribusi Dacrah yang disingkat menjadi SSRD
adalah Surat yang digunakan olch Wajib Retribusi untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi terulang ke Kas
Daerah

w. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, atsu Badan Hukam yang
melaknanakan kegiatan usaha di Kabupaten Langkat ;

X. Penyidikan lindak Pidana di Bidang Retribusi adalah scrangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya discbut Penyidik untuk mencasi serta mengumpulkan
bahan bukti yang dengan bukfi tersebut membuat ferang tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah yang lerjadi serla menemukan
tersangkanya.

BAB I
NAMA. OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Y'asal 2
Dengan nama Retribusi Pendaftaran Perusahaan dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas penerbitan Tanda Daflar Perusahaan bagi

Perusahaan alay Orang Pribadi alau Batan Hukum yang iclah
disyahkan pendaflaran perusahaannya.

Pasal 3

{1) Objck Retribusi adalah sctiap Pendaflaran Perusahaan |

(2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atae Dadan liukum yang
menjalankan perusahaan,

(3} Wajid Retribusi adalah orang pribadi, atau Badan Hukum yang
menurut  Peraturan  Perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi

BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSL

Pasal 4

Relribusi endaftaran Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum.
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BAB JV
CARA MENGUKUR TINGKA'T PENGUNAAN JASA
Pasal §

Tingkat penggunsan jasa Retribusi Pendaftaran Peruszhaan dkur
berdusarkan jumtah Tanda Daflar Perusshaan yany dilerbitkan dan
jenis porusahaan yang melakranakan Wajib Dafiar Perusahaan serta
penyajian Informasi Perusahaan,

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRURTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam ponctapan Stuktur dan bosamya tarif
Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup scbagian atau
sama dengin biaya penyelonggaraan penerbitan Tanda Daftar
Perusahaan ;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini meliputi
kompunen biaya penelitian, survey lapangan dan biaya transportasi
dalam rangka pembinaan, pengendalian  pengawasan  dan
penyidikan ;

BAB Vi
MASA RIETRIBUSE DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 7

Masa Relribusi adalah jangka wakiy ierienlu yang lamanya ditelapkan
S (lima) tahun dan pembayaran retribusi ditaksanakan sctiap 1 (satu)
whun sojuk diterbitkannya Tanda Daftar Porusahaan scbagai dasar
untuk menetapkan besarnya Retribusi terhutang

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Paval 8

Fcmungutan Retribusi  dilakukan di wilayah Dacrah Kabupatcn
Langkat:
BAB VIl
INSTANST PEMUNGUT
Pasal 9

Instansi pemungut adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Kopcrasi Kabupatcn Langkat.

BAB IX ... beresian
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BAB 1X
PENDAFTARAN PERUSAIIAAN

Pasal 10

(1) Setiap Perusahaan Wajib di dsfiarkan Dalam Daftar Perusahaan ;

(2) Péndafiran Wajib ~ dilakukan oleh pemilik atav Pengurus
Perusahaan |

(3) Setiap perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya
pada saat menerima izin usaha dari instansi yang berwenang ;

BAB X
TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Pasal 11

(1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir
Pendafiaran Perusshaan sccars bonar dan lengkap serta
ditandatangani diatas Matorai Rp.6.000,- ditujukan kepada Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Langkat
selaku tempat Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Langkat ;

(2) Pendaftaran Perusahaan scbagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

3. Perusahaan berbeniuk Persercan Terbatas :

1) Telah mendapatkan pengesahan Badan Hukuem dan
Menteri Kehakiman  sesuai Undang-Undang Perseroan
Terbatas melampirkan dokumen :

1. Copy Akta Pondirian Perscroan |

2. Ashh dan copy Data Akta Pendirian Perseroan yang
telah diketahui cleh Departernen Kehakiman ;

3. Copy Akia Perubahan Pendirian Perseroan (apabila
ada) ;

4. Ask dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan
Hukum ;

5. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Dircktur
Utama atau Dircksi Penangggung Jawab Perusahaan
dan Para Pemegang Saham ;

6. Copy lzin Usaha atau Surat Keterangan yang
dipersamakan dengan itu yang ditorbitkan oleh Instansi
yang berwenang :

7. Copy Nomor Pukok Wajib Pajak (NPWP) ;

2) Sedang dalam proscs pengesshan Badan Hukum oleh
Menteri Kehakiman  sesusi  Undang-Undang  Perservan
Terbatas, melampirkan dokumen :

1. Copy Akta Pendirian Perscroan Terbatas ;
2. Copy Data Akla Pendirizn Perseroan |

3. Copy Akta Perubahan Pendirian Porscroan (apabila
ada) ;
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4. Copy Karis Tanda Penduduk atau Paspor Dirckiur
Utama/Direksi Penanggung Jawab Perusahaan dan Para

Pemegang Saham

S. Copy I[zin Usaha / Surat Keterangan yang dipersamakan
dengan itu ;

6. Copy Surat Permohonan Pengesahan Badan Hukum
dari Notaris kepada Menleri Kehakiman dan Bukii
Pemnbayaran Administiasi Proses Pengesahan Badan
TTukum dari Departemen Kehakiman;

7. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b, Pernsahaan berbentuk Koperasi, melampirkan dokumen :

5

. Copy Akta Pendirian Koperasi ;

Copy Kartu Tanda Penduduk para Pengurus

Copy Surat Pengeaahas sebagai Badan Hukum dari Pejabat
yang herwenang ;

Copy 17in Usaha atat Surat Keterangan yang dipersamakan
dengan itu yang diterbitkan olch Instansi yang berwenany ;

Copy Noemor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

¢. Perusaham berbentuk €V, melampirkan dokumen :

i

3

4.

Copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan
pasla Pengaditan Negeri

Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung
Jawab atw Pengurus |

(opy 1zin Usaha atau Surat Kzterangan yang dipersamakan
dengan ilu yang diterbitkan vlch Instansi yang berwenang
Copy Nomor Pokok Wayib Pajak ( NPWP )

d Perusahaan berbentuk Fa, melampirkan dokumen

1
2.

Copy Akta Pendirian Peruszhaan {apabila ada) ;

Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung
JTawah atau Pengurus |

Copy lzin Usaha atau Sural Keterangan yang dipersamakan
dengan itu vang diterbitkan olech Instansi berwenang ;

Copy Nomar Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

c. Perusahaan berbentuk Perorangan yang dikelola perorangan
dan tidak berbadan Hukum melampirkan dokumen :

1.
2.

Copy Akia Pendirian Perusahaan {apabila ada) ;

Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung
Jawab atau Pemilik ;

Copy lzin Usaha atau Sural Kelerangan yang dipersamakan
dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang ;
Copy Nomor Wajib Pajak (NPWP)

f. Perunahaan .............



f Pecrusahaan lain, melampirkan dokumen :

1. Copy Akta Pendirian Pcrusahaan (apabila ada) atau surat
keterangan lain yang menunjukkan keberadaan perusahaan
yang bersangkutan |

2. Copy Karlu Tands Penduduk ataw Paspor Penanggung
Jawab Perusahaan ;

3. Copy Izin Usahs atau Surat Kelerangan yang dipersamakan
dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi berwenang ;

4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWT') |

g Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan,
melampirkan dokumen :

1. Copy Akta Pendirian Perusahaan {apabila ada) atau Surat
Penunjukkan atau surat keterangan yang dipersamakan
dengap itu, schagai Kantor Cabang,Kantor Pembantu dan
Perwakilan ;

2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung
Jawab Perusahaan ;

3. Copy lzin Usaha atav Surat Keterangan yang dipersamakan
dengan itu yang diterbitkan oleh Inatansi yang berwenang
atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan |

4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

(3) Pendaftaran Perusahaan bagi Perseroan Terbatas yang berbadan
hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
apabila belum  belom menycsusikan dengan Undang-Undang
Perscroan  Terbaas  tidak  dapat  melakukan pendafiaran
perusahaannya ;

4) B{:gi Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum berdasarkan
Kitab Undang Undang Hukum Dsgang yang telah memiliki
Tanda Dafiar Perusahaan dan habis masa borlakunys, apabila

bbelum menycsudikan dengan Undang-Undang Pers
tidak dapat melakukan pembsharuan Tanda Daftar Pml:s

(5) Pendafiaran Perusahaan bagi Agen atau Ansk Perusahamn
berlaku

ketentuan sobagaimana dimakeud dalam Ayat (1 i
bentuk peruashasnnys. e (1) somal dengan

1

Pasal 12

(1) Apabila  pendafiaran porusshaan dJitolak harus diberitahukan
alasan-alasanya sccara tertulis dan kepada yang bersangkutan

diberi kesempatan untok men embetulan
i gadakan p dan pendaftaran

(2) Pihak yang ditolak pendaftaran perusshasnn j
. . ya dapat mengajukan
koberatan kepada Kepala Dacrah atau Pejabatl yang ditunjuk dalam
wak‘t;:ak:: (cmpat belas) hari serclah meneging pemberitahuan
peno ;
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BAB X
MENGECUALIAN PENDAFTARAN ’ERUSATIAAN

Pasal 13

Dikecualikan dari Pendaftaran Perusshaan sebagai berikut |

a. Setiap Perusahaan Ncgara yang berbentuk Perusahaan lawatan
{Perjan) seperti diatur dalam Undang -- Undang Nomor 9 Tahun
196Y

b. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan olch pribadi
pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggola
kelnarganya sendiri yang terdekal, serta tidak memerlukan ijin
usaha dan tidak memeriukan svat badan hukum atav suatu

Persckutuan.
¢ Dendidikan formal dalam segala jenis dan  jenjang  yang
diselongyarakan oleh siapapun |

d. Pendidikan -non formal yang dibina olch Pemerintah dan
disclenggarakan bersama oleh masyarakat serta tidak dalam bentok
badan vgaha ;

Nularis ;

a

-

Penaschat Hukum
Praktick perorangan Dokter dan Praktek kelompok Dokter |
Rumah Sakit ;

Klinik Pengobatan ;

= ®

-

BAD XI1
TANDA DAFTAR PEFRUSAHAAN

Pasal 14

(1) Perusahaan yang telah disyahkan pendaftarannya dalam Daftar
Perusahaan memperoleh Tanda Dallar Perusahaan |

(2} Perusahaan yang telah menerima Tanda Daftar Perusahaan Wajib
untuk memasang Tanda Daflar Pernsahaan di fempat yang mudah
dilihat oleh umum dan mencantumkan Nomor Tanda Dafiar
Perusahaan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen
yang dipergiinakan dalam kegiatan perusahaan ;

Pasal 15

(1) Tanda l?aﬂar Perusahaan berlaku untuk jangka wakiu 5 (lima)
tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya
3 (tiga) bulan sebetum masa berlakunya berakhir

(2) Apabila Tanda Dallar Perusahaan hilang, pemilik atau pengurus
perusahaan yang hersangkutan wajib mengajukan permohonan
tertulis kepada Kantor Pendaflaran  Perusahaan, sclambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal kehilangan
dengan  melampirkan  surat  keterangan  dari polisi  untuk

memperoleh penggantian |
(3) Apabifa............
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{3) Apabila landa Daltar Perusahaan rusak, pemilik atau pengurus
atw kuasa perusahaan yang bemanghutan wajib mengajukan
permohonan ietluliy kepada Kantor Pendaltvan Perusahaan untuk
memperoleh penggantiannya dengan melampirkan Tanda Dalfiar
P’crusahaan vang rusah ;

Pasal 16

Setiap perubahan bentuk perusahaan, atamat, bidang usaha, punpinan,
pemilik, pengurus dan keterangan lainnva mengenai identitas
perusahaan  wapb  didaftarkan  kembali ke  Kantor  Pendaftaran
Perusahaan sesuai dengan bentuk/identitas perusahaannya yang baru ;

BAB X111
TATA CARA PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 17

(1) Pemilik / Pengurus dihanuskan melaporkan secaca tertulis hal-hal
yang menyebabkan bapusnya daflar perusaliaan kepada Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Langka,
sclaku Kantor I'endaftaran Perusahaan yaitu apabtia perusahaan ¢

1} Menghentikan segala kcgiatan usahanya |

2) Berhenti karena Akta Penditiannys kadsluarsa |

3) Dihenlikan scyals kegiatan usahanva  berdasarkan  palusan
Pengadilan Negert yang telah memperoleh kekuatan hukum
yang tefap ;

(2y Laporan  penghapusan  dilaksanakan  sclambat-lambatnya  dalam
waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya hal-hal yang menyehabkan
hapusnya daftar perusahaan ;

(3) Kewajiban membertkan  laporan penghapusan tidak dikenakan
biaya apapun ;

BAB XIV
FATA CARA PEMBATALAN DARE DAFTAR PERUSAMHAAN

Pasal 18

(1) Pembatalan  dilakukan terhadap  perusahaan  yang  temyata
menjalankan  Kegiatan  wsaha yang tidak sesuai dengan ijin
usahanva |

(2) Pembatalan dilakukan  oleh Kepala Daerah o/q Kepala 1inas
Porindustrian Perdagangan dan Koperasi  setclah memberikan
peringatan terfulis scbanyak 3 (tiga) kali berturut-tuzrut -

() Perusahain vang dibatalkan pendallarannys dapat mengajukan
keberatan hopada Bupati Langkat atau Pejabat yang ditunjuk ;

(4) Porusahaan yang tclah dibatalkan pendaftarannya wajib melakukan
pendaftaran ulang ;

(5) Pendaflaran uiang dilaksanakan sclarmbal-lambatnya dalam wakiu
14 (vmpat belas) hari lerhitung scjak diterimanya pomberitahuan

pembatalan
BADB XV ... .

59



BAB XY
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI

Pasal 1%

(1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis dan bentuk usaha dan

atau izin usaha yang disniliki ;
(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini

adatah sebagai berikut :

A Perservan Terbatas .............. .. Rp.300.000, -
b. Persekutuan Komanditer ........ ... Rp. 50.000,-
c. Koperasi.................................... Rp. 25.000,-
d Firma ... ... e Rp. 50.000,-
¢. Perusahaan Aging . e Rp. 750.0¢1), -
{. Perusahaan Milik Negara/Milik Dacrah . Rp.250.000,-
g Bentuk Perusahaan Lainnya ............... Rp.250.000,-
h. Perusahaan Perorangan ......... . e Rp. 25.000,-

Pasal 20

Kepada Pegawai Instansi pemungut diberikan wang perangsang 5%
(lima persen) dari Retribusi penerimaan yang diselor ke Kas Dacrah

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUS]

Pasal 21

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipcrsamakan.

BAB XVil
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1} Pengeluaran Surat/Teguran/Perin i §
. ' gatan/ surat lain yanp sejenis
sebagai awal tindakan peiaksanaan penagihan retribus; dikeluarkan
segera setelah 7 (tujuh) hari sefak aaat jatuh tempo pembayaran :

2) Dal.am j:m;g,k;: waktu 7 (tujul) hari sctelah tanggal surat tcguran/
penngatan/surat fain yang sejenis, wajib retribusi b asi
retribusi yang ferutang ; ‘ 5 reiribu arws mclunasd

(3) Swt Teguran webagaimana dimaksud dal
i o am Ayat (1) P: ini
dikelarkan oleh Pejabat yang ditunjuk : Yat (1) Pasal ini

...........
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Bentuk-bentuk  formulic yang  dipergunakan  untuk  pelaksanaan
penagihan Retribusi Dacrah ditetapkan olebh Kepala Dacrah dengan
menggunakan SKRD. SKRD secara jabatan atau SKRD ambahan.

BATY XVIIT
TATA CARA FEMBAYARAN

Fanal 24

(17 Pembayaran Retribust dilakuekan secarg tunai/lunas sekaligus |

(2) Pembayaran Retribusi dilakukan ke Kas Daerah alau di tempat lain
vang diteniukan sceuai yang ditentokan dengan menggunakan

SKRI1Y,

BAB XIX
TATA CARA PENGURANCGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Paral 25

(1) Kcpala Dacrah dapat mombcrikan pongurangan keringanan dan
pembebasan besarnya retribusi

(2) Tatacara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi  scbagaimana  dJimaksud  dalam  Ayalt (1) Pasal sni
diterapkan oleh Kepala Daerah;

BAB XX
CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAUI PENGURANGAN SANKS]
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

P’asal 26.

(1) Wajib Retribusi dapal mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan  sanksi adminisirasi berupa denda dan hepatkan
retribuai yang terutang dalfam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Retribusi atan bukan karona kesalahan ;

{2) Wajib Retribusi dapat mengajmkan permohonan pembatalan SKRI?
dan STRD vang dalam pencrbitannya {erdapal kesalahan (ulis,
kesalahan hitung  alau kckeliruan dalam pencrapan  Perpturan
Perundang-undangan Hetribusi Idaerah |

(3) Wajib Retribusi dapal mengajukan permohonan atau pembatalan
ketetapan relribusi yang lidak benn |

{(4) Permohonan Pembetulan scbagaimana dimaksud dalam Ayai (2)
Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan
sunksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Avat (1) Pasal
ini dan pembatalan sebagimana dimaksud dalam Ayat (3) Pasal ini
harus disampaikan sccara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada
Kepala Daerah atau Pejabat yapg ditupjuk paling lama 30 (liga
puluh) hari scjak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan
memberikan alasan vang jelas dan meyakinkan untuk mendukung

permohonannya ;
(5) Keputusan ...

tl



(5) Keputusan atas permohonan s¢ebagaimana dimaksud dalam Ayal
(2} Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Dacrah atau Pejabal yang
ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejek Surat Permohunan
diterima ;

(6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud d:lnlam
Ayat (1) dan (2) dan Ayt (3) Pasal ini Kepala Dacrah atau Pejabat
yang ditunjuk tidak momberikan kepufusan, maka permohonan
pembetulan  pengurangan ketetapan,  penghapusan  atau
pengurangan  sanksi administrasi  dan pembatalan dianggap
dikabuikan.

BAB XXl
TATA CARA PENY ELESAIAN KEBERATAN

Pasal 27

(1) Wajib Rewibusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas
SKRD dan STRD ; '

(2) Permobhonan keberatan sebagimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal
ini harus disampaikan sccara tertulis kepada Kepala Dacrah atau
Pejabat yang ditunjuk dalsm jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak langgal SKRD dan STRD

(3) Permohonan keberatan scbagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan
Ayat (2) Pasal ini harus diputuskan olzh Kepala Dac¢rah atau
Pejabat yang ditunjuk dalar jangks waktu paling lama 6 {enam)
butan sejak surat permohonan keberatan ditenima.

BAB XXM
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 28.

(1) Wajib Retribusi harus mcngajukan pamohonan sccara icrtulis
kepada Kepala Dacrah untuk perhitungan pengembalian kefebihan
pembayaran Retribusi ;

(2) Atas dasar permohonan schagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
Pasal ini atas kclcbihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan
terlebih dafwilu dengan uang retribusi yang felah dibayarkan ;

(3) Atas permohonan schagaimana disnaksud dalam Ayat (1} Pasal ini
yang lberhak alas kelebihan pembayaran tersebur  dapat
diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya;

I*asal 29

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan
perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Dacrah
ini, ditcsbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) buian scjak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi ;

(2} Kelebthan ...
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(2) Kelebihan Pembayaran Retribusi schagaimar':? dima.ksud_ dalgm
Avat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wapb Retribusi paling
!.'l}na 2 (dua) bulan yejak diterbilkannya SKRIDLEB ©

(3) Pengembalian kelcbihan pembayaran gembusi dilakl.lk‘:!{l sctelah
lchih waktu 2 {dua) butan sejak diterbitkarmya alay ketcriambatan
pembayaran kelebihan Retribusi ;

Pasal 30

i i i Yeraturan Daerah
1} Pengembalian schagaimana dimaksud Pasal 21 I'era
{ )iningdilakukan dengan menerbitkan  Sural Perintah Membayar

Kclebihan Retribusi (SPMKR) ;

i i imaksud pada Pasal 22 Peraturan

(2) Atas perhitungan sebagaimana d:ma oraturar

Daerah ini diferbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga
schagai pembayaran.

_ BABR XXI1I1 .
PEMBINAANM DAN PENCAWASAN
Pasal 31

(1) Pembinaan dan Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan dilakukan
' Kepala Dacrah atau I’¢jabat yang dihunjuk ;

(2) Kepala Dinas Perindustrian Jerdagangan dan .I(opcrasi selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusaliaan, schagaimana _dnpaksud
dalam ayat (1) pasal ini memberikan laporan secara periodik atas
pelaksanaammya kepada Bupati Lanpkat,

BAIR XXIVY
TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 32

(1) Pemeriksaan Lapangan, dilakukan dengan cara :

a. Memeriksa Tunda Pelunasan retribusi dan kelerangan sebagai
bukii pelunasan kewajiban Retribugi Dacrah :

b. Memerksa buku-buku, catatan dJan dokumen pendukung
lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat
elektronik pengolah data latnnya ;

¢. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung
tainnya termasuok keluaran dari media komputer dan perangkat
elektronik pengolah data luinnya, dengan memberikan tanda
terima ;

d. Mcminta ketcrangan lisan dan atan tertulis dari Wajib Retribusi
vang diperiksa ;

€. Memasuki tempal alau ruangan yang diduga merupakan tempat

menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi
petunjuk tentang kcadaan usaha Wa'ib Retribusi dan atau

tempat-lompat lainnya yang dianggap penting serta melakukan
pemeriksaan ditempat-tcmpat tersebuf :

f Melakukan
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f Mclakukan penvegelan tempat alau ruangan tersebut pada
huraf ¢ apabila Wajib Retribusi atan Wakil atau Kuasanya
lidsk memberikan kesempatan uniuk memasuki lempal alau
ruangan  dimaksud, atav fidak ada ditempat pada saat
pemeriksaan |

g. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak
ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib retribusi yang
diperiksa .

{2) Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara :

s Memberitahukan agar Wajib Refribusi membawa tanda
pelunasan retribusi, buku-buku, catatan dan dokumen
pendukung lainnya iermasuk keluaran dar mesin kompuier dan
perangkat elekironik pengolah data lainnya ,

b, Meminjam buku-buku, calatan dan dokumen  pendukung
lainnya termasub keluaran dari media komputer dan perangkal
clekronik  penpolab data lainnya dengan membenkan tanda
ferima ;-

.. Memeriksa buku-buky, calatan dan dokumen  pendukung
fainnya fermasuk keluaran dari media komputer dan perangkat
clekironik pengolah data laianya |

d Meminia keterangan lisan dan alaw tertulis dari Wajib Retribusi
yang, diperiksa ;

c. Muminia keterangan dan alau bukli yang diperlukan dari pihak
ketiga yang mempunysi hubungan dengan  Wajib Retribusi
vang diperiksa |

(3) Tats cara sebagmmana dimaksud dalam Ayal (1) burul £
ditetapkan oleh Kepata Daerah;

Pasal 33

(1) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib
Retribusi  alau Wakil alay  Kuasanys lidak  ada  didempat,
pemeriksaan  teap dilaksanakan scpanjang ada pihak yang
mempunyat Kkewonangan untuk  bertindak  mewakili  Wajib
Rcmbysi sesuai  batas  kewenangannya, dan  selanjulnya
pemeriksaan  ditunda  untuk  dilanjutkan  pada  kesempatan
herkutnya

(2) Untuk kepc_rl_uan pengamanan perneriksaan, scbelum pemneriksaan
lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat
atau ruangan yang diperiukan ;

(3) Apabila pada saat pemcriksaan lapangan dilanjutkan sctelah
dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1),
\Yajib Retribusi  atau  wakil atau Kuasanva tidak juga ada
ditempat, pemeriksaan dilaksanakan dengan terlcbih dahulu
mieminta pegawai Wajib Retribusi  yang bersangkutan untuk
mewakili  Wajib Retribusi  guna membantu  kelancaran
pemcriksaan |

(4) Apabila ............
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(4) Apabila Wajih Rerribusi atay  Wakil ateu Ruasanya tidak
memberikan ijin vniuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianpgap periv dan tidak membari banluan guna  kelancaran
pemeriksaan seria memberikan yang dJipertukan, Wajib Retribusi
atau Wakil atau Kuasanya harus menandatangani Surat Penolakan
Peraeriksaan |

(5) Apabila Pegawai Wajib Retribusi  yang diminta mewakili Wajib

* Retribusi schagaimana dimaksud dalam Ayat (3) menolak untuk
membanty  kelancaran  pemcriksaan, yang bersanpkutan  harus
menandatangani  Sural Pernyalaan  penolukan membaniu
kelancaran perneriksaan |

{6) Apabila fcrjadi  penolakan  untuk menandmangani surat
sebapaimana dimaksud dalam Ayat (4) atau Ayat (%), Pemeriksa
membuat  Berita  Acara  Penolakan  Pemeriksaan  yang

ditandatangani oleh Pemeriksa ;

(7) Surat DPernyataan Penolakan Pemenksaan, Surat Pernyataan
Penotakan Membantu Kelancaran Pemeniksaan dan Henta Acara
Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayal (4),
Ayat (), dan Ayal (G) dapat dijadikan dasar unluk penelapan
hesamya retribusi  (erutang secara  jabatan  atau dilakukan
penyidikan.

Pasal 34

(1) Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan untuk  digunakan
sebapai dasar penerbitan Surat Ketotapan Retribusi Daerah Kurang
Bayar, Surat Kelelapan Retribusi Daeval Khusuy Bayar Tambahan
atau Swat Tigihan Retribusi Daersh afau tjuan ban unink
pelaksanaan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan Retribsi
Daerah ;

(2) Apabila penghilungan besarnya Retribusi yang temtang dalam
Surat Ketetapan Relribusi Dacrah Kurang Bayar, Surat Kctetapan
Retribusi Dacrah Kurang Bayar ‘tambahan dan Surat ‘lagihan
Retribusi Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berbeda
dengan Surat Pemberitahuan Retribusi  Daerah, perbedaan

besarnya retribusi diberitahukan kepada Wajib Retribusi yang
bemangkulan.

Pasal 35

h Pcn?hcri:m tanggapan atag hasil pemeriksaan dan pembahasan
akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama
21 (dua pulvh satu) hari setelah pemeriksaan sclcaai dilakukan ;

{2) I’cmbcrianl tanggapan atas pemeriksaan lapangan dilakukan dalam
waktu paling lama 7 {tujuh) hari selelah pemeriksaan lapangan
sclesai dilakukan ;

(3} Hasil Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Retribusi

segera selelah peneriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu
langgapan Wajib Retribusi :

(4Y Apabita ... .
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(4) Apabila Wajib  Retnibusi  tidak memberikan tanggapan
sebagaimana dimaksud dalam Aval (1) atau tidak mcnghgdlrf
pembahasan akhir hasil pomeriksaan, Swsl Kelclapan Retribuni
Daeral dan atav Surat Tagthan Rewribusi Daerah diterbitkan secara
jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dirampaikan kepada
Wajib Retribusi |

(5) Pemberitalean  hasil - pemeriksaan kepada \'.V:tjih Rclrihllmi
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) tidak dilakukan apabila
pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan,

[*asal 3o

Apabila dalam pcmeriksaan ditemukan hukty pcrmulaaq tentang
adanya tindak pidana Retribusi Dacrah, pemeriksaan tetap dilanjutkan
dan Pemeriksa mcmbuat Laporan Pemeriksaan ;

RAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan kevangan Dacrah diancam pidana kurnnpan paling lama
3 (tipa) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknva Rp.5.000.000,-
{(1.ima juia rupiah) ,

(7) Tindakan Pidana schagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal imi
adalah pelanggaran .

BAB XXV]
PENYIDIKAN

Pasal 38

{1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai  penyidik  untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi 12acrah
schagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pudana ;

(2) Wewenang penyidik scbagaimana dimaksud dalsm Ayat (1) Pasal
ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumputkan, dan mencliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi apar keterangan atau laporan tersebud menjadi Iebih
lengkap dan jolas ;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan kctorangan mengenai
orang pribadi atau badan leniang kebenaran perbuatan yang
dilakukan schubungan dengan tindak pidana Retribust ;

¢. Mcminta kctcrangan dan bahan bukii dan orang pribadi atau
badan schubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;

d. Mementksa

..........
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d. Memeriksa buku-buku, calatan-valatan dan dokumen-dukumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi |

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap barang buki tersebut ;

f Meminia bantuan tcnaga ahli dalam rangka prlaksanaan tugan
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;

¢ Menyuruh  berhenti dan / atau melarang seseorang
meninggalian ruangan atau  tempal pada saal pemeriksaan
sedang berlangeung dan memeriksa identitas orang dan/ atau
dokumen yang dibawa schagaimana dimaksud pada huruf ¢,

h. Memotrel seseorang yang berkaitan dengan tudak pidans
Retribusi ;

1. Memangpil orang untuk didengar kelerangannya dan diperiksa
sebagai lersangka atau saksi ;

i.  Menghentikan penytdikan

k. Meclakukan tindakan lain yang perlu unfuk kelancaran
penyidikan di bidang Retribusi menurut tukum yang dapal
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sehagaimana dimaksud dalam Avyat (1) im,
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasii
penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat
Polisi Negara lepublik Indonesia, sesuai dengan ketenfuan yang

diatur dalsm Undang-Undang Hukwin Acara Pidana yang berlsku .

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

(1) Hai-hal belum cukup diatur dalam Peraturan Dacerah ini akan diatur

kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai
pelaksanaannya;

(2) Dengan  dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, maka segala
Kctentuflq yang bertentangan dan tidak scsuai dengan Peraturan
Dacerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi;

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggai diundangkan ;

67



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintizhkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah

Kabupalen | angkal.
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